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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP) Direktorat Peran Serta Masyarakat Tahun 2025
dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. LKjIP ini merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Peran Serta Masyarakat
dalam mengelola program dan kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), sekaligus menjadi produk akhir dari pelaksanaan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu
media pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah kepada publik/masyarakat.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai
capaian kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat dalam mendukung tujuan strategis
organisasi, serta menjadi instrumen evaluasi dalam peningkatan kualitas perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian pembanguanan.

Laporan ini mencerminkan langkah-langkah komprehensif yang dilakukan oleh Direktorat
kami untuk memastikan transparansi, efesiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan
kegiatan kami. Dengan mengintegrasikan sistem manajemen kinerja yang kuat, kami terus
memantau dan mengevaluasi program-program kami untuk memenuhi standar tinggi yang

diharapkan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Kami menyadari bahwa laporan ini menjadi tanggung jawab atas kinerja selama 1 tahun
dan perlu mendapat perhatian, masukan dan saran yang bersifat membangun dari semua
pihak. Semoga LK|IP Direktorat Peran Serta Masyarakat Tahun Anggaran 2025 dapat

memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Januari 2026
Direktur Peran Serta Masyarakat BNN

Drs. Yuki Ruchimat, M.Si.
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Renstra 2025-2029 disusun selaras dengan Prioritas Nasional Ke-7, BNN
menetapkan empat isu strategis utama dalam Renstra ini, yaitu: pertahanan dan
keamanan, pembangunan manusia, kolaborasi antar-stakeholders, dan kapabilitas
kelembagaan. Konsep kinerja yang dirumuskan pada Renstra 2025-2029
mengamanatkan pengejawantahan sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, khususnya Direktorat Peran Serta Masyarakat

yaitu meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN.

Pada Kinerja Kegiatan di Direktorat Peran Serta masyarakat di Tahun 2025, sasaran
dari Penguatan sinergitas dan kolaborasi pemerintah daerah, instansi terkait, dan
komunitas masyarakat, dicapai melalui advokasi kebijakan KOTAN sejumlah 264 lembaga
(100%) yang tersebar pada lingkungan pendidikan 127 lembaga (48.1%) dengan nilai
indeks kemandirian partisipatif 3.70, lingkungan pemerintah 87 lembaga (32.9%) dengan
nilai indeks kemandirian partisipatif 3.69, lingkungan masyarakat 94 lembaga (35.6%)
dengan nilai indeks kemandirian partisipatif 3.67, dan lingkungan swasta 18 lembaga
(6.8%) dengan nilai indeks kemandirian partisipatif 3,71 yang secara kumulatif diperoleh
IKP Nasional 3.66 dalam kategori A (sangat mandiri) tentunya tidak lepas dari partisipasi

kemandirian Penggiat PAGN yang ada di tiap-tiap lingkungan.

Meningkatnya kesadaran, kepedulian dan kemandirian masyarakat pada lingkungan-
lingkungan tersebut merupakan hasil dari keberhasilan intervensi yang dilakukan oleh
Direktorat Peran Serta Masyarakat dan pelaksana fungsi di jajaran BNNP dan BNNK
vertikal melalui pencapaian output dan outcome program pemberdayaan peran serta

masyarakat.

Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat memiliki pagu anggaran pasca
blokir sebesar Rp. 30.670.461.000, dengan realisasi sebesar Rp. 30.455.905.819 atau
99,30%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap berjalan
optimal dan mampu menyerap anggaran secara maksimal serta mendukung pencapaian

sasaran program secara optimal serta berkelanjutan.



BAB |
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Laporan Kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat Tahun 2025 disusun sebagai
salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Peran Serta Masyarakat atas
pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2025 dalam rangka melaksanakan misi
dan mencapai visi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Direktorat Peran

Serta Masyarakat.

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah merupakan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tugas Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya menanggulangi
bahaya narkoba adalah menyatukan dan menggerakkan sumber daya seluruh
komponen bangsa agar secara mandiri dan berkelanjutan melaksanakan upaya
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
(P4GN), sehingga terwujud masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan
Masyarakat merupakan inti dari pelaksanaan P4GN serta menjadi garda terdepan

dalam mendorong peran serta aktif masyarakat.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN sebagai pengemban amanah
pemberdayaan masyarakat anti narkoba memiliki tugas untuk meningkatkan
kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4AGN. Pelaksanaan tugas
tersebut dilaksanakan melalui Direktorat Peran Serta Masyarakat yang berfokus pada
penguatan ketahanan lingkungan dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkoba.



Sehubungan dengan hal tersebut, capaian kinerja Direktorat Peran Serta

Masyarakat selama tahun 2025 sebagai hasil pelaksanaan tugas menyatukan dan

menggerakkan sumber daya komponen bangsa dalam upaya P4GN, disajikan dalam

bentuk hasil monitoring dan evaluasi yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP).

DASAR HUKUM

1.

10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional,
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor 2020 — 2024,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan
Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga,;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; dan

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan

Badan Narkotika Nasional.



C. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
1. Tugas Pokok dan Fungsi

e Tugas Pokok

Melaksanakan program P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat melalui

peran serta masyarakat.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Direktorat Peran Serta Masyarakat
memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Pelaksanaan peran serta lingkungan pendidikan;

2) Pelaksanaan peran serta lingkungan kerja dan masyarakat; dan

3) Pembinaan teknis kegiatan pendidikan dan pelatihan.

2. Struktur Organisasi

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya (5) e Penelaah Teknis Kebijakan  (8)
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda  (10) e Pengolah Data dan Informasi (7)
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama (15) ¢ Pengadministrasi Perkantoran (7)

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Peran Serta Masyarakat



BAB Il
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS/ RENCANA PROGRAM KERJA

Sesuai dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2025
tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2025-2029, maka Visi,
Misi dan Tujuan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengacu pada Visi, Misi

dan Tujuan Badan Narkotika Nasional.

Perwujudan visi BNN sendiri tidak lepas dari upaya untuk mendukung visi
pembangunan nasional 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia
Emas 2045”. Visi RPJMN ini menjadi tahap pertama dari agenda pembangunan jangka
panjang nasional tahun 2025-2045, yang memandang pembangunan nasional
sebagai proses transformasi, dengan periode lima tahun pertama diarahkan untuk
memperkuat landasan transformasional tersebut. Terdapat 7 (tujuh), saah satunya
adalah Pemberdayaan dan Reintegrasi Masyarakat Mendorong peran aktif
masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha dalam mendukung
penyintas dan menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pemulihan dan anti-

stigmatisasi.

Dengan demikian, “Bersih Narkoba” tidak hanya menandai ketiadaan narkotika
secara fisik, tetapi juga mencerminkan tatanan sosial yang tangguh, sistem hukum

yang efektif, serta upaya pemulihan yang adil dan berkelanjutan.

1. Tujuan

a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, indikator kinerja, pelaporan dan
evaluasi kinerja sebagai bentuk akuntabilitas atas anggaran yang dikelola
Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN di tahun 2025;

b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat
BNN pada tahun 2025, untuk kemudian diharapkan mendapat masukan dalam
rangka memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja Direktorat Peran Serta
Masyarakat;

c. Sebagai bahan kebijakan pimpinan dalam menentukan langkah-langkah

strategis Direktorat Peran Serta Masyarakat yang akan datang.
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2. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dalam
pengambilan keputusan yang berisiko terkait masa depan organisasi, dengan
memanfaatkan pengetahuan yang bersifat antisipatif. Proses ini mencakup
pengorganisasian secara sistematis atas upaya pelaksanaan keputusan serta
pengukuran hasil melalui mekanisme umpan balik yang terstruktur dan

berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program,
setiap satuan kerja di lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan
Narkotika Nasional (BNN) dituntut untuk senantiasa melakukan perbaikan dan
perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpedoman pada renstra. Perubahan
tersebut disusun secara bertahap, konsisten, dan berkelanjutan, serta diarahkan
pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian
hasil.

Perencanaan strategis merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan
mendasar yang ditetapkan oleh Kepala BNN untuk diimplementasikan oleh seluruh
jajaran organisasi dalam rangka pencapaian visi dan misi BNN. Perencanaan ini
bertujuan untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif (competitive advantages)
serta meminimalkan kelemahan kompetitif (competitive disadvantages), sebagai

kebutuhan nyata dalam menjawab berbagai permasalahan aktual yang dihadapi.

Rencana strategis Direktorat Peran Serta Masyarakat yaitu meningkatnya
kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap P4GN, dengan indikator kinerja

berupa Indeks Kemandirian Partisipasi Masyarakat.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penetapan kinerja yang disusun setiap
tahun oleh satuan kerja pada suatu lembaga sebagai bentuk komitmen kinerja.
Dokumen ini berfungsi sebagai pernyataan kinerja, kesepakatan kerja, atau perjanjian
kinerja antara atasan dan bawahan dalam rangka mewujudkan target kinerja tertentu

berdasarkan sumber daya yang dimiliki.



Penetapan kinerja pada Kedeputian Bidang Pemberdayaan Masyarakat
diarahkan pada meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sasaran tersebut diukur melalui
indikator kinerja berupa jumlah kabupaten/kota yang berkategori “Tanggap Ancaman

Narkoba”, dengan target capaian pada tahun 2025 sebanyak 170 Kabupaten/Kota.

Tabel 2.1. Target Kinerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2025

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR TARGET
KINERJA KINERJA
Program Meningkatnya Jumlah 170 Kab/Kota
Pencegahan ketanggapsiagaan kabupaten/kota
Penyalahgunaan masyarakat terhadap| berkategori
dan Peredaran | ancaman “Tanggap Ancaman
Gelap Narkoba | penyalahgunaan dan| Narkoba”
(P4GN) peredaran
gelap narkotika

Adapun Penetapan Kinerja pada Direktorat Peran Serta Masyarakat yaitu
Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN.

Target Indeks Kemandirian Partisipasi tahun 2025 yaitu 3,6 berkategori “Mandiri”.

Tabel 2.2. Target Kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR TARGET
KINERJA KINERJA
Program Pencegahan | Meningkatnya Indeks 3,6 Indeks
Penyalahgunaan dan | Kesadaran dan | Kemandirian (kategori
Peredaran Gelap | Kepedulian Masyarakat | Partisipasi Mandiri)
Narkoba (P4GN) dalam Penanganan
PAGN

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Deputi Pemberdayaan Masyarakat T.A. 2025 memiliki sasaran
program vyaitu meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan indikator kinerja jumlah
kabupaten/kota berkategori tanggap ancaman narkoba dan dengan target kinerja

sejumlah 170 Kabupaten/Kota.
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Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

SASARAN PROGRAM INDIKATOR TARGET
KINERJA KINERJA
Meningkatnya ketanggapsiagaan | Jumlah kabupaten/kota 170

masyarakat terhadap ancaman | berkategori “Tanggap | Kabupaten/Kota
penyalahgunaan dan peredaran | Ancaman Narkoba”
gelap Narkotika

Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat T.A. 2025
memiliki sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat
dalam penanganan P4GN, dengan indikator kinerja Indeks Kemandirian Partisipasi.
Adapun target target kinerja tahun 2025 sebesar 3,66.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR TARGET
KINERJA KINERJA
Meningkatnya kesadaran Indeks 3,66
dan kepedulian masyarakat Kemandirian Indeks
dalam penanganan P4GN Partisipasi

11




BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan
tahapan penting pencapaian target pembangunan dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dimana RPJMN 2025-2029 telah
mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target Asta Cita yang
relevan dengan isu narkoba menekankan pada penguatan pembangunan sumber daya
manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing, melalui peningkatan kualitas kesehatan
masyarakat, penguatan ketahanan sosial, penegakan hukum yang berkeadilan, serta
penguatan peran keluarga, komunitas, dan lembaga sosial dalam mencegah dan
memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika sebagai bagian dari upaya

mewujudkan masyarakat yang aman, berkarakter, dan berkeadaban.

A. AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT PERAN SERTA MASYARAKAT

Target kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat pada Tahun 2025 ditetapkan
dengan sasaran kegiatan meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap
ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Indikator Kinerja Kegiatan
yang digunakan adalah Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) dengan target nilai
sebesar 3,60. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian IKP Tahun 2025 mencapai
3,66, atau setara dengan 101,67% dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.8. Target Kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat Tahun 2025

INDIKATOR
EécS;fARrAANN KINERJA TARGET REALISASI %
KEGIATAN
Meningkatnya Indeks 3,6 Indeks 3,66 101.67
Kesadaran dan Kemandirian | (kategori Indeks (kategori
Kepedulian Partisipasi sangat Sangat Mandiri)
Masyarakat dalam Mandiri)
Penanganan P4GN

Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun 2025 diperoleh dari hasil
pengukuran pada empat lingkungan strategis, yaitu lingkungan swasta dengan nilai
3,71, lingkungan pemerintah sebesar 3,69, lingkungan pendidikan sebesar 3,70, serta

lingkungan masyarakat sebesar 3,67. Secara kumulatif, pengukuran tersebut
12



menghasilkan IKP Nasional sebesar 3,66 yang berada pada kategori A (sangat
mandiri), dengan persentase capaian sebesar 101,67%. Hasil ini menunjukkan bahwa
tingkat partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam mendukung upaya P4GN telah

berada pada kondisi yang sangat baik serta melampaui target kinerja yang ditetapkan.

Nasional

Masyarakat

Pendidikan

Swasta

Pemerintah

l3.66

I3‘67

I3.7

IS.?l

'3.69

3.63 3.64 3.65 3.66 3.67 3.68 3.69 3.7 3.71

Grafik. 3.9. Capaian Kinerja Rincian Output Indeks Kemandirian Partisipasi Tahun 2025

Capaian indeks kemandirian partisipasi pada lingkungan swasta yang sangat
menonjol merupakan wujud komitmen perusahaan yang memberikan manfaat positif
dan untuk menjaga dan melindungi

kepada masyarakat lingkungannya

masyarakatnya dengan pelaksanaan deteksi dini melalui tes urine.

ANALISIS DAN EVALUASI REALISASI KINERJA DIREKTORAT PERAN SERTA
MASYARAKAT JANGKA MENENGAH TAHUN 2021-2025
1. Capaian Kinerja 5 Tahun Terakhir (2021-2025)
Target kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat tahun 2025 dengan sasaran
kegiatan meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, indikator kinerja kegiatan Indeks

kemandirian partisipasi sebesar 3,60 dengan capaian sebesar 3.66 (101.67%).

3.7

3.59

3.6
3.5
3.4

3.3

3.2
3.1

3
29

28

2021 2022 2023 2024 2025

——Target Capaian

Grafik. 3.10. Capaian IKP Nasional Tahun 2021-2025
Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2021-2025

naik secara signifikan yang dipengaruhi baik dari sistem, partisipasi dari para Penggiat
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P4GN, dan kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri dari tiap-tiap lembaga (Pemerintah,

Swasta, Pendidikan dan Masyarakat).

2. Capaian Kinerja Rincian Output 5 Tahun Terakhir (2021-2025)

Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi 2021-2025
45

339

’l I 34I I I I "

2021 2022 2023 2024 2025

EPemerintah WSwasta Dik mMasy
Grafik. 3.11. Capaian IKP Nasional Tahun 2021-2025
Kurun waktu 5 (lima) tahun 2021-2025 capaian Indeks Kemandirian Partisipasi
pada lingkungan pemerintah meningkat signifikan secara stabil sebesar 3,48 dan
lingkungan masyarakat sebesar 14,35. Capaian pada lingkungan pemerintah dan
masyarakat mengalami peningkatan secara kuantitas yang didukung adanya sistem
yang berjalan dan sumber daya manusia (Penggiat PAGN) yang berpartisipasi
secara aktif serta kegiatan yang dilakukan secara mandiri di lingkungannya masing-

masing.

Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi pada lingkungan swasta walaupun
mengalami dinamika fluktuatif sebesar 14,85 dan pada lingkungan pendidikan
14,58. Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi pada lingkungan pendidikan
mengalami kenaikan secara signifikan namun pada tahun 2022-2023 mengalami

penurunan dan setahun terakhir mengalami kenaikan drastis.

Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi Nasional dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun 2021-2025 mengalami peningkatan baik kuantitas maupun kualitas yang
tidak terlalu signifikan sebesar 0.31 (9,7%) di tahun 2021- 2022, 0.01 (0,2%) di
tahun 2022-2023 dan sebesar 0.09 (2,6 %) di tahun 2023-2024 yang secara
kumulatif sebesar 0.41 (13,97%), sedangkan di tahun 2024-2025 sebesar 0.06
(1.94 %).

Sejalan dengan Asta Cita di awal tahun beberapa faktor yang mendukung

suksesnya implementasi strategi kedeputian pemberdayaan masyarakat dalam
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mencapai target antara lain:

a. Penguatan sinergitas dan kolaboratif untuk mengoptimalkan peran Pemerintah
Daerah dan stakeholder dalam program P4GN serta mendorong partisipasi aktif
komunitas masyarakat baik yang bergerak di lingkungan pendidikan, keluarga,
masyarakat, agama, babinkantibmas, PKK, dan komponen masyarakat lainnya,
serta FGD dengan akademisi dalam membedah penanganan kampung narkoba,
pembentukan Tim Terpadu Operasi Pesisir dan Perbatasan.

b. Penguatan dan sinergitas program kementerian/lembaga dalam membangun
kekuatan intelijen sebagai salah satu upaya pendekatan trust building kepada
masyarakat.

c. Penguatan kepada kelompok masyarakat yang mempunyai intregitas dan

kapabilitas dalam memperkuat strategi terhadap penyalahgunaan Narkoba.

Hambatan dalam pencapaian target kinerja, yaitu terkait kualitas SDM dimana
pengembangan kompetensi di internal BNN dalam proses implementasinya belum
menciptakan kondisi yang kondusif untuk perkembangan profesionalitas yang
seragam di kalangan pegawai, karena beragamnya latar belakang SDM baik
pegawai yang berasal latar belakang instansi sipil maupun kepolisian. SDM yang
berada di bawah satuan kerja BNNP dan BNNK belum memiliki kompetensi yang
terstandar, disamping pengetahuan terkait wilayah kerja yang diemban. Knowledge
management internal BNN masih rendah terutama pada lapisan yang bertemu
langsung dengan masyarakat di lapangan. Disamping itu, kuantitas SDM yang
terbatas, namun harus mengontrol wilayah di daerah yang luas. Langkah ke depan
yang akan dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang

Pemberdayaan Masyarakat antara lain adalah:

1) Penataan kembali SDM peta jabatan, pemerataan dan kompetensi, waktu pada
posisi sebelumnya, serta penempatan SDM.

2) Peningkatkan efektivitas pelaksanaan asistensi, perlu diperbaharui mekanisme
asistensi (re-design asistensi), yang bertujuan penguatan sinergitas dan
kolaborasi di bidang P4GN khususnya tematik dan ikonik.

3) Peningkatan efektivitas aplikasi dan enumerator sebagai penunjang

pencapaian akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien.
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C. KINERJA ANGGARAN

Kinerja Anggaran adalah hasil dari pelaksanaan anggaran yang dibandingkan
dengan target yang telah ditetapkan, kinerja anggaran dapat diukur dengan
menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dimana IKPA adalah
sebagai alat kontrol dalam melakukan pengawasan pengelolaan kinerja keuangan
stuan kerja yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada online
monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinnerja satuan
kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap
regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efesiensi pelaksanaan anggaran.
Anggaran berbasis kinerja adalah metode penganggaran yang menghubungkan biaya
dengan manfaat yang dihasilkan, manfaat tersebut disedkripsikan dalam target kinerja
setiap unit kerja.

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Tahun 2025 adalah proses penilaian terhadap
kinerja pelaksanaan anggaran yang telah direalisasikan. Evaluasi ini dilakukan melalui
Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART). Aspek-aspek yang dinilai
dalam EKA meliputi penyerapan anggaran, konsistensi perencanaan dan
pelaksanaan, pencapaian keluaran (output), serta efisiensi anggaran. Dengan adanya
indikator kinerja tersebut, satuan kerja dapat menetapkan tahapan pelaksanaan
kegiatan dan besaran anggaran secara lebih terukur, efektif, dan akuntabel.

Capaian realisasi anggaran Direktorat Peran Serta Masyarakat (3257) memiliki
pagu anggaran sebesar Rp. 39.396.044.000, dengan realisasi sebesar Rp.
30.455.905.819 atau 77,31%. Realisasi tersebut mencerminkan pelaksanaan program
yang cukup efektif. Namun pada tahun anggaran 2025 beberapa K/L termasuk BNN
mengalami pemblokiran dengan pendekatan automatic adjustment untuk dialihkan
dalam rangka mendukung penanganan kebijakan dan program prioritas nasional yang
tertuang dalam Asta Cita Presiden.

Paska dilakukannya pemblokiran anggaran pada Tahun Anggaran 2025,
Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN melakukan penyesuaian terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap selaras dengan kebijakan nasional
serta mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan pagu
anggaran pasca blokir sebesar Rp. 30.670.461.000, dengan realisasi sebesar Rp.
30.455.905.819 atau 99,30%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan

kegiatan tetap berjalan optimal dan mampu menyerap anggaran secara maksimal.
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun 2025 diperoleh dari hasil
pengukuran pada empat lingkungan strategis, yaitu lingkungan swasta dengan nilai
3,71, lingkungan pemerintah sebesar 3,69, lingkungan pendidikan sebesar 3,70,
serta lingkungan masyarakat sebesar 3,67. Secara kumulatif, pengukuran tersebut
menghasilkan IKP Nasional sebesar 3,66 yang berada pada kategori A (sangat

mandiri), dengan persentase capaian sebesar 101,67%.

2. Capaian realisasi anggaran Direktorat Peran Serta Masyarakat mencapai Rp.
43.623.858.788,00 (99,07%) dari pagu sebesar Rp. 44.031.422.000,00. Sementara
itu, realisasi anggaran Direktorat Pemberdayaan Alternatif mencapai Rp.
10.354.333.372,00  (99,42%) dari pagu pasca blokir sebesar Rp.
10.414.960.000,00.

B. REKOMENDASI

1. Penguatan landasan hukum nasional, melalui penyusunan dan penetapan
Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, sebagai payung hukum
implementasi Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) yang dapat
diimplementasikan secara seragam oleh seluruh Pemerintah Daerah.

2. Mendorong Pemerintah Daerah untuk merumuskan tata kelola pelaksanaan
KOTAN melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah PAGN yang terintegrasi dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), dengan pendekatan program intervensi yang holistik,
integratif, dan berkelanjutan.

3. Penguatan sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk
keterlibatan sektor swasta dan filantropi, guna memperluas sumber daya,
pendanaan, serta inovasi dalam pelaksanaan P4GN.
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4. Optimalisasi peran penggiat P4GN, vyang didukung oleh organisasi
kemasyarakatan, dengan penetapan lokus prioritas pada kawasan rawan,
khususnya wilayah pesisir dan perbatasan, sebagai wilayah dengan tingkat

kerentanan yang tinggi terhadap peredaran narkoba.

Jakarta, Januari 2026
Direktur Peran Serta Masyarakat BNN

Drps. Yuki Ruchimat, M.Si
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Perihal :Hasil Pengukuran Indeks  Kabupaten/Kota
Tanggap Ancaman Narkoba Tahun 2025

Kepada

Yth. 1. Para Kepala BNN Provinsi
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat
1. Rujukan:

a. Undang-Undang Nomeor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota
Tanggap Ancaman Narkoba;

d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

e. Program Kerja Deputi Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat T.A. 2025.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada
tersebut alamat bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang
Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kabupaten/Kota
Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) yang dilaksanakan pada 173 Kabupaten/Kota di

34 Provinsi di Indonesia.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil Indeks KOTAN dengan
besaran masing-masing variabel sebagaimana terlampir, yang dapat dijadikan sebagai
rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi implementasi Kebupaten/Kota
Tanggap Ancaman Narkoba tahun berikutnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara efektronik menggunakan Serfifikat Efektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Efektronik (BSrE), BSSN.



4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan

terima kasih.

Tembusan :
1. Kepala BNN,;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. PHt. Inspektur Utama BNN.

Dokumen i telah ditandafangani secara elektrontk menggunakan Sertifikat Elekironik yang dikeluarkan oleh Balai Be sar Serifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Pit. Deputi Pemberdayaan Masyarakat

L

A

Drs. Yuki Ruchimat, M.Si
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LAMPIRAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL SURAT PERINTAH KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
— REPUBLIK INDONESIA NOMOR__: B/4826/XI/DE/PM/2025/BNN
TANGGAL : 10 Desember 2025

HASIL PENGUKURAN INDEKS KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN_NARKOBA TAHUN 2025

Provinsi/ Variabel
No. Kabupaten/Kota | Ketahanan | Ketahanan | Kewilayahan | Kelembagaan | Hukum Indeks Kategori Mutu
Keluarga Masyarakat

1 2 3 i e 6 7 8 9 10
1. | Aceh 3.36 3.55 2.69 2.97 3.03 3.19 Tanggap B
2. | GayoLues 252 3.72 333 3.19 3.21 3.17 Tanggap B
3. | Aceh Selatan 3.27 3.40 2.47 265 3.07 3.04 Tanggap B
4. | Pidie 3.33 3.58 253 2.85 2.88 313 Tanggap B
5. | Pidie Jaya 3.30 353 2.52 2.89 2.95 3.12 Tanggap B
6. | Aceh Tamiang 3.46 3.31 2.60 2.89 3.05 3.13 Tanggap B
7. | Bireuen 3.45 3.42 2.76 3.00 3.10 3.21 Tanggap B
8. | Kota Sabang 3.61 3.68 2.95 3.20 3.11 3.38 Sangat Tanggap A
9. | Kota Lhokseumawe 3.30 3.57 2.64 2.86 2.97 3.14 Tanggap B
10. | Kota Langsa 3.56 3.66 2.82 3.35 3.32 3.42 Sangat Tanggap A
11. | Banda Aceh 3.45 3.58 2.57 2.90 2.89 3.18 Tanggap B
12. | Sumatera Utara 3.24 3.42 2.85 2.95 3.00 314 Tanggap B
13. | Mandailing Natal 3.14 2.98 2.20 2.20 2.66 2.70 Tanggap B
14. | Deli Serdang 3.05 3.51 3.10 3.28 3.36 328 | SangatTanggap A
15. | Simalungun 3.38 357 3.06 3.28 3.53 339 | Sangat Tanggap A
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LAMPIRAN

SURAT PERINTAH KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR __: B/4826/XII/DE/PM/2025/BNN

TANGGAL : 10 Desember 2025

Provinsi/ Variabel
No. Kabupaten/Kota Ketahanan | Ketahanan | Kewilayahan | Kelembagaan | Hukum | Indeks Kategori Mutu
Keluarga Masyarakat
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10
16. | Serdang Bedagai 3.20 3.51 290 3.16 343 3.27 Sangat Tanggap A
17 Kpta Pematang Tanagal B
Siantar 3.02 3.34 255 293 3.01 3.03 ggap
18. | Kota Asahan 3.77 3.48 3.04 3.10 3.75 345 Sangat Tanggap A
19. | Kota Tebing Tinggi 3.35 347 2.81 3.06 3.22 3.23 Tanggap B
20. | Kota Tanjungbalai 3.84 3.77 3.43 3.50 3.70 3.67 Sangat Tanggap A
21. | Tapanuli Selatan 2.63 3.13 2.71 2.84 3.09 2.88 Tanggap B
22. | Kota Binjai 3.31 3.45 2.91 3.31 3.34 3.31 Sangat Tanggap A
23. | Langkat 3.32 3.33 2.56 2.57 2.48 293 Tanggap B
24. | Kota Gunung Sitoli 342 3.85 3.52 3.77 3.76 3.68 SanTanggap A
25. | Labuhan Batu Utara 2.98 3.88 3.24 3.49 3.43 343 Sangat Tanggap A
26. | Karo 3.21 3.38 279 3.07 3.10 3.16 Tanggap B
27. | Batu Bara 3.08 3.64 342 3.52 3.24 3.39 Sangat Tanggap A
28. | Sumatera Barat 3.33 329 257 310 3.10 3.39 Sangat Tanggap A
29. | Kota Payakumbuh 3.35 343 266 3.12 3.02 3.15 Tanggap B
30. | Kota Sawahlunto 3.74 3.84 3.52 3.85 4.00 3.19 Tanggap B
31. | Pasaman Barat 3.13 3.61 293 3.29 345 3.81 Sangat Tanggap A
32. | Solok 3.33 3.29 257 3.10 3.10 3.32 Sangat Tanggap A
33. | Sumatera Selatan 20.83 22.40 715 19.91 12.19 3.30 Sangat Tanggap A




Provinsi/

Variabel

No. Kabupaten/Kota Ketahanan | Ketahanan Kewilayahan | Kelembagaan | Hukum Indeks Kategori Mutu
Keluarga Masyarakat
1 2 3 4 - B s 6 7 8 9 10

34. | Kota Pagar Alam 3.40 3.51 272 3.04 3.19 3.24 Tanggap B
35. | Kota Lubuklinggau 2.91 327 264 2.87 2.94 2.97 Tanggap B
36. | Prabumulih 3.40 3.94 3.48 3.80 3.40 3.69 Sangat Tanggap A
37. | Ogan liir 3.65 3.77 2.79 3.37 365 | 354 | SangatTanggap | A
38. | Ogan Komering llir 2.94 3.83 3.45 347 204 345 | Sangat Tanggap A
39. | Empat Lawang 3.95 3.83 345 367 3.95 373 | Sangat Tanggap A
40. | Muara Enim 3.24 352 263 3.15 3.24 3.19 Tanggap B
41. | Musi Rawas 3.31 3.53 2.94 343 3.31 338 | Sangat Tanggap A
42 Ogan Komering Ulu

| Timur 3.37 3.37 2.26 2.59 3.37 2.97 Tanggap B
43. | Bengkulu 3.38 3.33 2.41 2.58 2.76 2.98 Tanggap B
44. | Bengkulu Selatan 3.41 3.40 2.49 2.59 2.70 3.01 Tanggap B
45. | Kota Bengkulu 3.35 3.25 2.33 2.57 282 2.95 Tanggap B
46. | Jambi 3.03 3.65 3.17 3.40 3.34 3.34 Sangat Tanggap A
47. | Batang Hari 3.35 3.56 3.18 3.24 3.27 3.35 | Sangat Tanggap A
48 Tanjung Jabung

- | Timur 2.61 3.70 3.34 3.45 3.57 3.31 Sangat Tanggap A
49. | Kota Jambi 3.09 3.69 3.00 3.53 3.19 3.36 Sangat Tanggap A
50. | Riau 3.09 3.88 3.35 3.69 3.68 3.55 Sangat Tanggap A
51. | Kota Dumai 2.34 3.86 3.64 3.51 3.40 3.30 Sangat Tanggap A
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Variabel

No. Kabz::;nrj:lota Ketahanan | Ketahanan Kewilayahan | Kelembagaan | Hukum Indeks Kategori Mutu
Keluarga Masyarakat
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
52. | Kota Pekanbaru 3.53 3.88 3.26 3.84 3.91 3.73 Sangat Tanggap A
53. | Pelalawan 3.98 3.79 2.99 3.87 3.75 3.77 Sangat Tanggap A
54. | Kuantan Sengingi 2.64 3.97 3.50 3.57 3.66 3.44 Sangat Tanggap A
55. | Kepulauan Riau 3.72 3.74 2.95 3.23 3.63 3.51 Sangat Tanggap A
56. | Karimun 4.00 3.79 2.95 279 3.81 3.51 Sangat Tanggap A
57. | Kota Batam 3.60 3.85 3.05 3.75 3.76 367 Sangat Tanggap A
58. | Tanjung Pinang 3.50 3.61 2.88 3.23 3.39 3.38 | Sangat Tanggap A
59. | Bangka Belitung 3.25 3.44 2.91 3.17 3.32 3.25 | Sangat Tanggap A
60. | Bangka Selatan 3.11 3.07 2.60 2.67 2.97 292 Tanggap B
61. | Bangka 3.30 3.50 3.15 3.56 3.74 3.46 Sangat Tanggap A
62. | Kota Pangkalpinang 3.14 3.42 253 2.74 2.77 2.99 Tanggap B
63. | Belitung 342 367 3.22 3.53 3.65 352 Sangat Tanggap A
64. | Lampung 3.38 3.52 2.81 3.06 3.22 3.26 | Sangat Tanggap A
65. | Tanggamus 3.27 3.66 3.09 342 3.52 342 Sangat Tanggap A
66. | Lampung Selatan 3.70 3.88 3.33 3.72 3.72 3.71 Sangat Tanggap A
67. | Kota Metro 3.39 3.40 2.53 273 2.84 3.06 Tanggap B
68. | Way Kanan 3.38 3.42 2.72 2.89 3.32 3.19 Tanggap B
69. | Lampung Timur 3.15 3.27 243 257 2.7 2.90 Tanggap B




Variabel

Provinsi/ .
No. Kabupaten/Kota Ketahanan | Ketahanan Kewilayahan | Kelembagaan | Hukum Indeks Kategori Mutu
Keluarga Masyarakat
1 2 3 . 5 6 il 8 9 10

70. | Banten 3.50 3.72 2.95 3.56 3.57 3.53 Sangat Tanggap A
71 Kota Tangerang

- | Selatan 2.63 3.81 3.32 3.65 3.66 3.40 Sangat Tanggap A
72. | Kota Cilegon 3.75 3.59 262 3.31 322 3.41 Sangat Tanggap A
73. | Kota Tangerang 3.99 3.80 3.02 3.78 3.88 3.78 Sangat Tanggap A
74. | DKI Jakarta 3.34 3.35 2.61 2.88 291 3.09 Tanggap B
75. | Kota Jakarta Timur 3.33 3.14 2.35 2.60 273 2.91 Tanggap B
76 Kota Jakarta

* | Selatan 3.39 3.55 2.83 3.27 3N 3.30 Sangat Tanggap A
77. | Kota Jakarta Utara 3.32 3.47 2.74 2.94 2.96 3.15 Tanggap B
78. | Jawa Barat 3M 3.53 273 3.02 3.02 299 Tanggap B
79. | Karawang 3.18 3.51 225 2.52 2.46 277 Tanggap B
80. | Sukabumi 3.38 353 2.53 2.61 251 2.78 Tanggap B
81. | Bogor 3.14 3.29 2.64 2.71 3.03 2.82 Tanggap B
82. | Sumedang 3.77 3.59 2.54 2.77 293 2.81 Tanggap B
83. | Tasikmalaya 3.72 3.70 2.79 3.56 3.65 2.84 Sangat Tanggap A
84. | Ciamis 3.39 3.27 2.11 2.53 2.54 279 Tanggap B
85. | Kuningan 3.59 3.25 3.34 354 372 2.88 Sangat Tanggap A
86. | Kota Cirebon 3.07 3.48 2.66 2.84 2.50 2.69 Tanggap B
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Variabel

No. Kabfl::;"l::ota Ketahanan | Ketahanan Kewilayahan | Kelembagaan | Hukum | Indeks Kategori Mutu
Keluarga Masyarakat
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
87. | Cianjur 3.30 3.71 3.29 3.69 3.68 3.26 Sangat Tanggap A
88. | Garut 3.42 3.76 3.15 3.66 3.83 3.52 Sangat Tanggap A
89. | Kota Cimahi 3.67 3.86 3.33 3.77 3.92 352 Sangat Tanggap A
90. | Bandung Barat 3.20 3.36 2.26 264 239 283 | sangat Tanggap A
91. | DI Yogyakarta 3.53 3.82 3.28 3.66 3.65 3.63 | Sangat Tanggap A
92. | Kota Yogyakarta 3.12 3.86 3.18 3.63 3.71 353 | Sangat Tanggap A
93. | Bantul 4.00 392 358 3.91 3.68 387 | Sangat Tanggap A
94. | Sleman 3.52 3.69 3.09 3.44 3.55 3.50 Sangat Tanggap A
95. | Jawa Tengah 3.67 3.63 2.98 3.52 3.50 3.53 Sangat Tanggap A
96. | Kendal 3.69 3.55 3.16 3.61 373 359 Sangat Tanggap A
97. | Temanggung 3.57 3.82 3.22 3.81 3.75 3.68 Sangat Tanggap A
98. | Banyumas 4.00 3.89 3.50 3.89 3.61 3.84 Sangat Tanggap A
99. | Purbalingga 3.31 3.29 2.36 2.72 2.66 2.96 Tanggap B
100. | Batang 3.99 3.17 2.72 3.64 3.71 3.53 Sangat Tanggap A
101. | Cilacap 3.93 3.92 3.22 3.72 37 3.77 Sangat Tanggap A
102. | Magelang 3.62 3.67 2.91 3.58 353 354 | Sangat Tanggap A
103. | Kota Surakarta 3.51 3.52 2.51 3.04 3.14 3.24 Tanggap B




Variabel

No. Kabl:.:::;nl::ota Ketahanan | Ketahanan Kewilayahan | Kelembagaan | Hukum | !ndeks Kategori Mutu
Keluarga Masyarakat
1 2 3 A 5 6 =T 8 9 10
104. | Kota Tegal 353 3.80 3.31 3.80 3.71 3.78 Sangat Tanggap A
105. | Jawa Timur 3.49 3.61 2.86 3.39 3.41 3.31 Sangat Tanggap A
106. | Malang 3.92 3.81 264 350 359 3.46 Sangat Tanggap A
107. | Tulungagung 3.31 3.46 2.72 3.31 3.27 3.47 Sangat Tanggap A
108. | Pasuruan 3.57 3.94 3.46 3.87 3.92 3.7 Sangat Tanggap A
109. | Sumenep 3.59 3.81 3.55 376 3.88 3.73 Sangat Tanggap A
110. | Gresik 3.64 3.71 297 3.56 342 3.54 Sangat Tanggap A
111. | Lumajang 342 3.50 245 2.96 3.18 3.20 Tanggap B
112. | Kediri 3.48 3.66 2.56 3.51 3.25 3.41 Sangat Tanggap A
113. | Tuban 3.32 3.62 2.78 3.29 3.08 3.30 Sangat Tanggap A
114. | Kota Malang 3.39 3.06 2.14 2.38 2.74 2.83 Tanggap B
115. | Kota Surabaya 3.57 3.75 3.08 3.58 344 3.55 Sangat Tanggap A
116. | Kota Kediri 3.20 3.70 3.12 3.57 3.81 3.50 Sangat Tanggap A
117. | Sidoarjo 3.76 383 291 3.89 3.75 3.72 Sangat Tanggap A
118. | Kota Batu 3.16 355 2.74 3.33 325 3.27 Sangat Tanggap A
119. | Trenggalek 3.96 375 3.33 378 363 3.75 | Sangat Tanggap A
120. | Nganjuk 3.32 3.66 3.06 3.84 3.74 357 | Sangat Tanggap A
121. | Kota Mojokerto 3.23 3.40 2.60 313 3.04 3.16 Tanggap B




Variabel

Provinsi/ ]
No. Kabupaten/Kota Ketahanan | Ketahanan | Kewilayahan | Kelembagaan | Hukum | Indeks Kategori Mutu
Keluarga Masyarakat
1 2 3 sl 5 6 i 8 9 10

122. | Blitar 3.78 3.73 3.39 3.72 3.79 3.72 Sangat Tanggap A
123. | Bali 3.32 342 2.54 3.00 3.02 3.14 Tanggap B
124. | Badung 3.33 348 2.88 3.25 3.28 3.30 Sangat Tanggap A
125. | Gianyar 3.33 3.24 2.21 2.69 2.60 2.93 Tanggap B
126. | Klungkung 3.30 355 254 2.98 2.85 3.14 Tanggap B
127. | Buleleng 3.26 368 3.17 3.76 3.99 359 | Sangat Tanggap A
128. | Karangasem 3.34 342 237 2.76 29 3.06 Tanggap B
129. | Kota Denpasar 3.35 3.30 2.19 2.75 2.74 2.98 Tanggap B
130 Nusa Tenggara

“ | Timur 3.32 3.2 2.22 2.48 2.29 2.82 Tanggap B
131. | Kota Kupang 3.30 322 2.25 2.53 2.61 2.88 Tanggap B
132. | Belu 317 3.31 2.36 2.68 247 290 Tanggap B
133. | Rote Ndao 3.39 3.16 214 2.36 2.04 2.75 Tanggap B
134 Nusa Tenggara

| Barat 3.06 3.54 2.96 3.16 3.26 3.22 Tanggap B
135. | Sumbawa Barat 3.21 3.16 2.30 2.64 2.86 2.91 Tanggap B
136. | Bima 3.01 3.35 275 272 299 299 Tanggap B
137. | Mataram 2.20 4.00 3.83 3.87 3.91 3.49 Sangat Tanggap A
138. | Sumbawa 3.36 3.62 2.94 3.33 3.31 3.37 Sangat Tanggap A
139 Kalimantan 3.35

* | Selatan 3.53 3.50 2.85 3.25 3.30 . Sangat Tanggap A




Variabel

No. Kabz:}::::ota Ketahanan | Ketahanan Kewilayahan | Kelembagaan | Hukum | Indeks Kategori Mutu
Keluarga Masyarakat

1 2 3 e 5 6 7 8 9 10
140. | Barito Kuala 3.40 3.71 2.76 3.68 3.74 3.53 Sangat Tanggap A
141. | Kota Banjarbaru 3.86 3.89 3.53 3.85 3.80 3.82 Sangat Tanggap A
142. | Balangan 3.62 375 3.3 3.66 3.82 3.66 Sangat Tanggap A
143. | Tanah Laut 3.83 3.80 3.42 3.68 3.59 3.7 Sangat Tanggap A
144. | Tabalong 3.37 3.32 248 2.96 3.21 3.14 Tanggap B
145, Hulu Sungai

Selatan 3.33 3.35 2.40 273 2.74 3.00 Tanggap B
146. | Hulu Sungai Utara 3.80 3.27 3.20 3.51 3.56 3.50 Sangat Tanggap A
147. | Kota Banjarmasin 3.24 3.09 2.11 2.36 2.39 2.74 Tanggap B
148. | Kalimantan Barat 3.20 3.38 2.66 2.83 2.94 3.06 Tanggap B
149. | Bengkayang 3.16 3.29 2.56 2.66 2.71 2.94 Tanggap B
150. | Kubu Raya 2.71 3.85 3.52 3.73 3.81 3.50 Sangat Tanggap A
151. | Sintang 3.25 3.32 2.59 2.70 2.88 3.01 Tanggap B
152. | Sanggau 3.1 3.34 2.56 2.74 3.07 3.01 Tanggap B
153. | Kota Singkawang 3.25 3.44 267 2.90 2.92 3.10 Tanggap B
154. | Kota Pontianak 3.28 3.14 2.23 2.40 2.68 2.83 Tanggap B
155. | Mempawah 342 3.36 2.44 2.90 2.70 3.07 Tanggap B
156. | Kalimantan Timur 3.46 3.41 2.67 2,99 2.82 3.16 Tanggap B
157. | Samarinda 3.18 3.36 257 2.89 272 3.02 Tanggap B

Dokume finkinteh
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Variabel

Provinsi/ )
No. Kabupaten/Kota Ketahanan | Ketahanan Kewilayahan | Kelembagaan | Hukum | !ndeks Kategori Mutu
Keluarga Masyarakat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
158. | Balikpapan 3.89 3.59 2.92 341 293 345 Sangat Tanggap A
159. | Bontang 3.33 345 2.70 2.88 2.83 3.1 Tanggap B
160 Kalimantan

| Tengah 3.25 357 291 3.09 3.18 3.25 Tanggap B
161 | Kota Waringin Barat 3.40 393 3.58 3.83 4.00 3.75 Sangat Tanggap A
162 Kota Palangka

" | Raya 3.1 3.28 2.37 2.49 2.58 2.84 Tanggap B
163. | Kalimantan Utara 3.41 3.42 2.67 2.86 297 3.13 Tanggap B
164. | Kota Tarakan 3.41 3.63 2.90 3.20 3.08 3.31 Sangat Tanggap A
165. | Nunukan 3.40 3.21 2.44 253 2.85 2.96 Tanggap B
166. | Sulawesi Selatan 3.59 3.73 2.97 3.33 3.51 3.48 Sangat Tanggap A
167. | Tana Toraja 3.61 3.57 2.73 3.31 322 3.38 Sangat Tanggap A
168. | Bone 3.60 3.83 2.98 3.05 373 3.48 Sangat Tanggap A
169. | Kota Palopo 3.56 382 3.27 365 363 3.63 Sangat Tanggap A
170. | Sulawesi Tengah 3.09 3.26 2.56 2.68 2.62 2.91 Tanggap B
171. | Banggai Kepulauan 3.47 347 264 289 264 3.12 Tanggap B
172. | Poso 3.14 3.18 2.46 2.60 2.55 2.86 Tanggap B
173. | Tojo Una-Una 3.15 317 253 253 2.76 2.88 Tanggap B
174. | Kota Palu 327 3.21 2.85 3.19 342 3.22 Tanggap B
175. | Morowali 3.00 3.28 272 2.72 2.56 2.90 Tanggap B




Variabel

No. KabF:l::tr;"rj::ota Ketahanan | Ketahanan Kewilayahan | Kelembagaan | Hukum | Indeks Kategori Mutu
Keluarga Masyarakat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
176. | Donggala 2.72 3.35 2.58 273 2.66 2.86 Tanggap B
177. | Sulawesi Tenggara 3.17 345 2.53 2.98 3.05 3.1 Tanggap B
178. | Muna 2.90 3.44 2.74 2.97 3.07 3.06 Tanggap B
179. | Kolaka 3.17 363 3.14 3.36 3.10 3.32 Sangat Tanggap A
180. | Kota Kendari 3.02 3.02 2.11 215 2.80 2.68 Tanggap B
181. | Kota Bau-Bau 3.55 3.78 243 3.59 3.23 3.46 Sangat Tanggap A
182. | Gorontalo 3.26 3.40 2.58 2.70 2.67 3.00 Tanggap B
183. | Boalemo 3.31 3.44 2.77 2.92 2.78 3.1 Tanggap B
184. | Bone Bolango 3.13 3.44 2.63 2.80 2.81 3.03 Tanggap B
185. | Kota Gorontalo 3.20 328 2.39 2.36 2.31 2.80 Tanggap B
186. | Gorontalo Utara 3.48 3.65 3.08 3.45 3.64 3.50 Sangat Tanggap A
187. | Gorontalo 3.24 3.36 2.26 2.50 245 2.87 Tanggap B
188. | Maluku 3.28 3.44 2.66 2.71 2.68 3.03 Tanggap B
189. | Buru Selatan 3.23 3.06 1.97 2.10 2.16 2.62 Cukup Tanggap C
190. | Kota Tual 3.34 3.80 3.33 343 3.24 3.46 Sangat Tanggap A
191. | Maluku Utara 3.28 3.33 2.31 2.41 2.33 2.83 Tanggap B
192. | Pulau Morotai 3.30 325 247 269 234 291 Tanggap B
193. | Halmahera Utara 2.90 3.39 2.36 257 2.65 2.85 Tanggap B
194. | Kota Tidore 3.45 3.33 2.17 2.26 2.24 2.81 Tanggap B
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Variabel

Provinsi/ .
No. | kabupaten/Kota | Ketahanan | Ketahanan Kewilayahan | Kelembagaan | Hukum | Indeks Kategori Mutu
Keluarga Masyarakat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kepulauan
195. | Papua 3.10 3.10 2.37 2.50 2.69 2.82 Tanggap B
196. | Jayapura 3.25 3.21 2.37 261 294 2.95 Tanggap B
197. | Mimika 292 2.95 2.37 2.36 2.34 2.64 Cukup Tanggap C
198. | Sulawesi Barat 3.54 3.38 2.43 2.62 2,69 3.03 Tanggap B
199. | Poliwali Mandar 3.54 3.38 2.43 262 269 3.03 Tanggap B
200. | Sulawesi Utara 3.25 3.39 2.59 2.78 2.82 3.04 Tanggap B
201. | Kepulauan Sangihe 3.39 3.62 2.97 3.12 3.02 328 | Sangat Tanggap A
202 Bolaang
| Mongondow 3.29 3.43 2.57 263 2.85 3.02 Tanggap B
203. | Kota Bitung 3.10 3.21 2.35 2.75 2.90 293 Tanggap B
204. | Kota Manado 3.18 3.25 243 266 252 2.89 Tanggap B
205. | Papua Barat 3.43 3.91 3.71 3.71 3.80 3.70 | Sangat Tanggap A
Rata-rata Nasional 3.39 3.50 2.77 3.06 3.09 3.23 Tanggap B
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Nomor : B/5029/XII/DE/PM/2025/BNN Jakarta, 19 Desember 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran -
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks
Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun
2025
Kepada

Yth. 1. Para Kepala BNN Provinsi
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di
tempat
1. Rujukan :

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5§ Tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional
Kabupaten/Kota;

e. Program Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN TA. 2025.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Badan
Narkotika Nasional melalui Direktorat Peran Serta Masyarakat Deputi Bidang
Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kemandirian
Partisipiasi (IKP) Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh seluruh BNNP dan BNNK
kepada Penggiat P4GN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKP terlampir dengan
masing-masing target lembaga dari BNNP dan BNNK yang dapat dijadikan sebagai
rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi Program Pemberdayaan Peran Serta
Masyarakat di tahun selanjutnya. Dari data hasil pengukuran IKP Tahun 2025 yang
telah dilakukan oleh BNNP dan BNNK ini hanya melaporkan 199 Satker, sedangkan
8 Satker tidak dapat melakukan pengukuran IKP karena tidak mendapatkan anggaran
Peran Serta Masyarakat (PSM).

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima
kasih.

a.n Kepala Badan Narkotika Nasional

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
PIt. Deputi Pemberdayaan Masyarakat

I

|5

Tembusan : i L Drs. Yuki Ruchimat, M.Si

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. PIt. Inspektur Utama BNN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.



BADAN NARKOTIKA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR__: B/5029/XI/DE/PM/2025/BNN
TANGGAL : 19 Desember 2025

HASIL PENGUKURAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP) TAHUN 2025

HASIL IKP
NO SATKER PEMERINTAH | SWASTA | MASYARAKAT | PENDIDIKAN INDEKS | - KATERGORI MUTU
1 | BNNP ACEH 0,00 0,00 3,63 3,76 3,70 | Sangat Mandiri A
2 | BNNK Sabang 0,00 0,00 3,88 3,76 3,82 Sangat Mandiri A
3 | BNNK Pidie Jaya 3,58 3,51 0,00 0,00 3,55 Sangat Mandiri A
4 | BNNK Pidie 3,92 0,00 0,00 3,87 3,89 Sangat Mandiri A
5 | BNNK Gayo Lues 3,61 0,00 3,33 0,00 347 Sangat Mandiri A
6 | BNNK Bireuen 0,00 3,62 3,63 0,00 3,63 Sangat Mandiri A
7 | BNNK Banda Aceh 0,00 0,00 3,87 3,52 3,70 Sangat Mandiri A
8 | BNNK Aceh Tamiang 0,00 0,00 3,53 3,50 3,51 Sangat Mandiri A
9 | BNNK Aceh Selatan 3,41 0,00 3,28 0,00 3,35 Sangat Mandiri A
10 | BNN Kota Lhokseumawe 3,92 0,00 0,00 3,08 3,50 Sangat Mandiri A
11 | BNN Kota Langsa 0.00 0.00 3,94 3,74 3,84 Sangat Mandiri A
12 | BNNP SUMATERA BARAT 0,00 0,00 343 3,32 3,38 | Sangat Mandiri A
13 | BNNK Solok 0,00 0,00 0,00 3,80 3,80 Sangat Mandiri A
14 | BNNK Sawahlunto 0,00 3.91 0,00 4,00 400 Sangat Mandiri A
15 | BNNK Payakumbuh 0,00 0,00 0,00 3,96 3,96 Sangat Mandiri A
16 | BNNK Pasaman Barat 3,84 0,00 0,00 3,87 3,856 Sangat Mandiri A
17 | BNNP SUMATERA UTARA 0,00 0,00 3,56 3,59 3,58 | Sangat Mandiri A
18 | BNNK Tebing Tinggi 0,00 0,00 347 3,46 3,47 Sangat Mandiri A

Dokumen ini telah ditandatangan secara elekfronik menggunakan Sertifikat Eleklronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Serlifikasi Blekironik (BSrE), BSSN.



LAMPIRAN

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR___: B/5029/XIl/DE/PM/2025/BNN
TANGGAL : 19 Desember 2025

HASIL IKP
NO SATKER PEMERINTAH | SWASTA | MASYARAKAT | PENDIDIKAN | D or | KATERGORL 1 muty
19 | BNNK Tapanuli Selatan 3,73 0,00 3,75 0,00 3,74 Sangat Mandiri A
20 | BNNK TJ. Balai 0,00 0,00 3,86 3,66 3,76 Sangat Mandiri A
21 | BNNK Simalungun 3,52 0,00 0,00 3,57 3,55 Sangat Mandiri A
22 | BNNK Serdang Bedagai 0,00 0,00 3,41 3,40 3,41 Sangat Mandiri A
23 | BNNK Pematang Siantar 3.54 3,72 0,00 0,00 3,63 Sangat Mandiri A
24 | BNNK Langkat 3,67 0,00 3,69 0,00 3,68 Sangat Mandiri A
25 | BNNK Mandailing Natal 0,00 0,00 3,56 3,56 3,56 Sangat Mandiri A
26 | BNNK Labuhan Batu Utara 0,00 0,00 3,59 3,53 3,56 Sangat Mandiri A
27 | BNNK Karo 0,00 0,00 3,57 3,56 3,57 Sangat Mandiri A
28 | BNNK Gunungsitoli 0,00 0,00 3,56 3,56 3,56 Sangat Mandiri A
29 | BNNK Deli Serdang 0,00 0,00 3,76 3,74 3,75 Sangat Mandiri A
30 | BNNK Binjai 0,00 0,00 3,63 3,63 3,63 Sangat Mandiri A
31 | BNNK Batubara 3,84 3,84 0,00 0,00 3,84 Sangat Mandiri A
32 | BNNK Asahan 0,00 3,51 3,52 0,00 3,52 Sangat Mandiri A
33 | BNNP SUMATERA SELATAN 4,00 0,00 0,00 3,89 3,95 Sangat Mandiri A
34 | BNNK Prabumulih 3,93 0,00 3,91 0,00 3,92 Sangat Mandiri A
35 | BNNK Pagar Alam 0,00 0,00 347 3,69 3,58 Sangat Mandiri A
36 | BNNK Oku Timur 3,69 0,00 0,00 3,72 3,71 Sangat Mandiri A
37 | BNNK Ogan Komering llir 0,00 0,00 3,11 3,20 3,15 Mandiri B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elekfronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.




LAMPIRAN

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR

TANGGAL : 19 Desember 2025

. B/5029/XI1/DE/PM/2025/BNN

HASIL IKP
NO SATKER PEMERINTAH | SWASTA | MASYARAKAT | PENDIDIKAN | T Dcho | KATERGORI | muty
38 | BNNK Ogan llir 0,00 0,00 3,62 3,54 3,58 Sangat Mandiri A
39 | BNNK Muara Enim 3,69 0,00 0,00 3,70 3,70 Sangat Mandiri A
40 | BNNK Lubuklinggau 0,00 0,00 3,83 3,80 3,82 Sangat Mandiri A
41 | BNNK Empat Lawang 0,00 0,00 3,65 3,54 3,60 Sangat Mandiri A
42 | BNN Kab Musi Rawas 0,00 0,00 3,68 3,30 3,49 Sangat Mandiri A
43 | BNNP LAMPUNG 3,48 3,47 0,00 3,60 3,54 | Sangat Mandiri A
44 | BNNK Way Kanan 3,64 0,00 0,00 3,48 3,56 Sangat Mandiri A
45 | BNNK Tanggamus 3,76 3,72 0,00 0,00 3,74 Sangat Mandiri A
46 | BNNK Lampung Timur 3,80 3,16 3,60 3,60 3,70 Sangat Mandiri A
47 | BNNK Lampung Selatan 3,62 0,00 3,60 0,00 3,61 Sangat Mandiri A
48 | BNN Kota Metro 3,68 0,00 0,00 3,68 3,68 Sangat Mandiri A
49 | BNNP RIAU 3,70 0,00 0,00 3,69 3,70 | Sangat Mandiri A
50 | BNNK Pelalawan 3,76 3,83 0,00 0,00 3,79 Sangat Mandiri A
51 | BNNK Pekan Baru 0,00 0,00 3,85 3,88 3,87 Sangat Mandiri A
52 | BNNK Kuantan Singingi 0,00 0,00 3,88 3,88 3,88 Sangat Mandiri A
53 | BNN Kota Dumai 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 Sangat Mandiri A
54 | BNNP KEP. RIAU 0,00 0,00 3,36 4,00 3,68 Sangat Mandiri A
55 | BNNK Tanjungpinang 0,00 0,00 0,00 3,89 3,89 Sangat Mandiri A
56 | BNNK Karimun 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 Sangat Mandiri A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elekironik menggunakan Sertifikat Elekironik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Serfifikasi Hektronik (BSrE), BSSN.




LAMPIRAN

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR__: B/5029/XII/DE/PM/2025/BNN
TANGGAL : 19 Desember 2025

HASIL IKP
NO SATKER PEMERINTAH | SWASTA | MASYARAKAT | PENDIDIKAN | Doro | KATERGORI 1 myty
57 | BNN Kota Batam 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 Sangat Mandiri A
58 | BNNP JAMBI 3,62 0,00 0,00 3,62 3,62 | Sangat Mandiri A
59 | BNNK Tanjab Timur 3,22 0,00 0,00 3,15 3,18 Mandiri B
60 | BNN Kota Jambi 3,82 0,00 4,00 0,00 3,91 Sangat Mandiri A
61 | BNNK Batanghari 3,99 0,00 0,00 3,64 3,62 Sangat Mandiri A
62 | BNNP BANGKA BELITUNG 3,39 0,00 0,00 3,41 3,40 | Sangat Mandiri A
63 | BNNK Pangkalpinang 0,00 0,00 3,61 0,00 3,61 Sangat Mandiri A
64 | BNNK Belitung 3,72 0,00 0,00 3,72 3,72 Sangat Mandiri A
65 | BNNK Bangka selatan 0,00 0,00 0,00 3,66 3,66 Sangat Mandiri A
66 | BNNK Bangka 0,00 0,00 3,67 0,00 3,67 Sangat Mandiri A
67 | BNNP BENGKULU 0,00 0,00 0,00 3,81 3,81 Sangat Mandiri A
68 | BNNK Bengkulu Selatan 0,00 0,00 0,00 3,70 3,70 Sangat Mandiri A
69 | BNNK Bengkulu 0,00 0,00 0,00 3,71 3,71 Sangat Mandiri A
70 | BNNP DKI JAKARTA 0,00 0,00 0,00 3,42 3,42 | Sangat Mandiri A
71 | BNNK Jakarta Selatan 3,88 0,00 3,94 0,00 3,91 Sangat Mandiri A
72 | BNN Kota Jakarta Utara 0,00 0,00 0,00 3,80 3,80 Sangat Mandiri A
73 | BNN Kota Jakarta Timur 0,00 0,00 3,73 0,00 3,73 Sangat Mandiri A
74 | BNNP BANTEN 0,00 0,00 3,57 0,00 3,57 | Sangat Mandiri A
75 | BNN Kota Tangerang Selatan 0,00 0,00 0,00 3,65 3,65 Sangat Mandiri A

Dokumen ini tefah ditandatangani secara elekironik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Serlifikasi Blektronik (BSrE), BSSN.




LAMPIRAN

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR

TANGGAL : 19 Desember 2025

: B/SO29/XIVDE/PM/2025/BNN

HASIL IKP
NO SATKER PEMERINTAH | SWASTA | MASYARAKAT | PENDIDIKAN | D oho | KATERGORL 1 muty
76 | BNN Kota Tangerang 0,00 0,00 3,40 3,40 3,40 Sangat Mandiri A
77 | BNN Kota Cilegon 3,80 0,00 3,36 0,00 3,58 Sangat Mandiri A
78 | BNNP JAWA BARAT 0,00 0,00 0,00 3,73 3,73 Sangat Mandiri A
79 | BNNK Sumedang 3,73 0,00 0,00 3,76 3,75 Sangat Mandiri A
80 | BNNK Sukabumi 3,84 0,00 0,00 0,00 3,84 Sangat Mandiri A
81 | BNNK Karawang 3,00 0,00 0,00 3,32 3,16 Mandiri B
82 | BNNK Garut 0,00 0,00 3,80 0,00 3,80 Sangat Mandiri A
83 | BNNK Cimahi 0,00 0,00 0,00 3,56 3,56 Sangat Mandiri A
84 | BNNK Cianjur 0,00 3,68 0,00 0,00 3,68 Sangat Mandiri A
85 | BNNK Ciamis 3,59 0,00 0,00 3,92 3,75 Sangat Mandiri A
86 | BNNK Bandung Barat 0,00 3,80 0,00 3,80 3,80 Sangat Mandiri A
87 | BNN Kota Tasikmalaya 0,00 0,00 3,70 0,00 3,70 Sangat Mandiri A
88 | BNN Kota Depok 3,32 0,00 0,00 3,46 3,39 Sangat Mandiri A
89 | BNN Kota Cirebon 3,93 3,91 0,00 0,00 3,92 Sangat Mandiri A
90 | BNN Kabupaten Bogor 0,00 0,00 0,00 3,52 3,52 Sangat Mandiri A
91 | BNNK Kuningan 0,00 0,00 0,00 3,90 3,50 Sangat Mandiri A
92 | BNNP JAWA TENGAH 3,63 0,00 0,00 0,00 3,63 Sangat Mandiri A
93 | BNNK Temanggung 4,00 0,00 4,00 4,00 4,00 Sangat Mandiri A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elekfronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Serlifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.




LAMPIRAN

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR

: B/5029/XIVDE/PM/2025/BNN

TANGGAL : 19 Desember 2025

HASIL IKP
NO SATKER PEMERINTAH | SWASTA | MASYARAKAT | PENDIDIKAN | \DEKS | KATERGORI | Myt
94 | BNNK Tegal 0,00 0,00 3,56 0,00 3,56 Sangat Mandiri A
95 | BNNK Purbalingga 0,00 0,00 3,45 0,00 3,45 Sangat Mandiri A
96 | BNNK Magelang 3,72 0,00 0,00 0,00 3,72 Sangat Mandiri A
97 | BNNK Cilacap 3,64 0,00 0,00 0,00 3,64 Sangat Mandiri A
98 | BNNK Batang 0,00 0,00 3,48 0,00 3,48 Sangat Mandiri A
99 | BNNK Banyumas 0,00 0,00 3,89 0,00 3,89 Sangat Mandiri A
100 | BNN Kota Surakarta 0,00 0,00 3,60 0,00 3,60 Sangat Mandiri A
101 | BNN Kab. Kendal 0,00 0,00 0,00 3,79 3,79 Sangat Mandiri A
102 | BNNP JAWA TIMUR 3,mM 0,00 0,00 3,90 3,81 Sangat Mandiri A
103 | BNNK Tulung Agung 3,88 0,00 0,00 3,88 3,88 Sangat Mandiri A
104 | BNNK Tuban 3,68 0,00 0,00 3,86 3,77 Sangat Mandiri A
105 | BNNK Trenggalek 3,76 0,00 3,72 0,00 3,74 Sangat Mandiri A
106 | BNNK Sumenep 0,00 0,00 3,60 3,08 3,34 Sangat Mandiri A
107 | BNNK Sidoarjo 0,00 0,00 3.97 3,79 3,88 Sangat Mandiri A
108 | BNNK Pasuruan 0,00 3,80 3,86 0,00 3,83 Sangat Mandiri A
109 | BNNK Nganjuk 3,85 0,00 3,66 0,00 3,76 Sangat Mandiri A
110 | BNNK Mojokerto 0,00 0,00 3,64 3,86 3,75 Sangat Mandiri A
111 | BNN Kab Malang 0,00 0,00 3,76 3,72 3,74 Sangat Mandiri A
112 | BNNK Lumajang 3,76 3,40 0,00 0,00 3,58 Sangat Mandiri A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elekironik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.




LAMPIRAN

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR__: B/5029/XII/DE/PM/2025/BNN
TANGGAL : 19 Desember 2025

HASIL IKP
NO SATKER PEMERINTAH | SWASTA | MASYARAKAT | PENDIDIKAN | D Ere | KATERGORI | mutu
113 | BNNKab Kediri 0,00 0,00 3,57 3,51 3,54 Sangat Mandiri A
114 | BNNK Gresik 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 Sangat Mandiri A
115 | BNNK Blitar 3,33 0,00 0,00 3,66 3,50 Sangat Mandiri A
116 | BNN Kota Surabaya 0,00 0,00 3,74 3,79 3,77 Sangat Mandiri A
117 | BNN Kota Malang 0,00 0,00 3,64 0,00 3,64 Sangat Mandiri A
118 | BNN Kota Kediri 0,00 0,00 3,84 3,84 3,84 Sangat Mandiri A
119 | BNN Kota Batu 0,00 3,70 0,00 3,83 3,77 Sangat Mandiri A
120 | BNNP D.l. YOGYAKARTA 3,70 0,00 0,00 0,00 3,70 | Sangat Mandiri A
121 | BNNK Sleman 3,66 0,00 0,00 0,00 3,66 Sangat Mandiri A
122 | BNNK Bantul 0,00 0,00 3,76 0,00 3,76 Sangat Mandiri A
123 | BNN Kota Yogyakarta 3,70 0,00 0,00 0,00 3,70 Sangat Mandiri A
124 | BNNP BALI 3N 0,00 0,00 3,68 3,70 | Sangat Mandiri A
125 | BNNK Karangasem 3,46 0,00 3.40 0,00 3,43 Sangat Mandiri A
126 | BNNK Gianyar 0,00 0,00 0,00 3,72 3,72 Sangat Mandiri A
127 | BNN Kota Denpasar 0,00 0,00 3,49 3,16 3,33 Sangat Mandiri A
128 | BNN Kabupaten Badung 0,00 0,00 0,00 3,91 3,91 Sangat Mandiri A
129 | BNN Kab Buleleng 3,60 0,00 0,00 0,00 3,60 Sangat Mandiri A
130 | BNNP NTB 3,84 3,60 3,44 0,00 3,63 | Sangat Mandiri A
131 | BNNK Sumbawa Barat 3,60 0,00 0,00 0,00 3,60 Sangat Mandiri A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elekironik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Serfifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.



LAMPIRAN

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR__: B/5029/XI/DE/PM/2025/BNN
TANGGAL : 19 Desember 2025

HASIL IKP
NO SATKER PEMERINTAH | SWASTA | MASYARAKAT | PENDIDIKAN | Dohe | KATERGORI | muty
132 | BNNK Sumbawa 3,36 0,00 0,00 3,56 3,46 Sangat Mandiri A
133 | BNNK Mataram 3,96 0,00 3,68 0,00 382 Sangat Mandiri A
134 | BNNK Bima 4,00 0,00 0.00 3,80 3.90 Sangat Mandiri A
135 | BNNP NTT 0,00 0,00 0,00 3,83 3,53 | Sangat Mandiri A
136 | BNNK Kota Kupang 3,60 0,00 0,00 3,56 3,58 Sangat Mandiri A
137 | BNNK Belu 0,00 0,00 3,65 345 3,55 Sangat Mandiri A
138 | BNN Kab. Rote Ndao 0,00 0,00 3,46 3,49 348 Sangat Mandiri A
139 | BNNP KALIMANTAN BARAT 3,86 0,00 3,88 0,00 387 |SangatMandiri| A
140 | BNNK Sintang 3,60 0,00 0,00 3,60 3.60 Sangat Mandiri A
141 | BNNK Sanggau 3,83 0,00 0,00 3,87 3,85 Sangat Mandiri A
142 | BNNK Pontianak 0,00 0,00 3,74 3,88 3,81 Sangat Mandiri A
143 | BNNK Mempawah 0,00 0,00 3,60 3,67 3,64 Sangat Mandiri A
144 | BNN Kota Singkawang 3,55 0,00 0,00 3,67 3,61 Sangat Mandiri A
145 | BNN Kab. Kubu Raya 0,00 0,00 3,67 3,73 3,70 Sangat Mandiri A
146 | BNN Kab Bengkayang 0,00 0,00 3,83 3,81 3,82 Sangat Mandiri A
147 | BNNP KALIMANTAN SELATAN 0,00 0,00 0,00 3,35 3,35 Sangat Mandiri A
148 | BNNK Tanah Laut 0,00 0,00 3,52 0,00 3,52 Sangat Mandiri A
149 | BNNK Tabalong 0,00 0,00 0,00 3,39 3,39 Sangat Mandiri A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elekironik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Serfifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.



LAMPIRAN

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR__: B/5029/XI/DE/PM/2025/BNN
TANGGAL : 19 Desember 2025

HASIL IKP
NO SATKER PEMERINTAH | SWASTA | MASYARAKAT | PENDIDIKAN | Do > | KATERGORL | muty
150 | BNNK Hulu Sungai Utara 0,00 0,00 0,00 3,35 335 Sangat Mandiri A
151 | BNNK Hulu sungai Selatan 0,00 0,00 0,00 3,67 3,67 Sangat Mandiri A
152 | BNNK Barito Kuala 0,00 0,00 0,00 3,36 3,36 Sangat Mandiri A
153 | BNNK Banjarmasin 3,72 0,00 0,00 0,00 372 Sangat Mandiri A
154 | BNNK Banjarbaru 0,00 0,00 3.76 0,00 3,76 Sangat Mandiri A
155 | BNNK Balangan 0,00 0,00 3,41 0,00 3.41 Sangat Mandiri A
156 | BNNP KALIMANTAN TENGAH 3,65 0,00 0,00 0,00 365 Sangat Mandiri A
157 | BNNK Palangka Raya 0,00 0,00 3,64 344 3.54 Sangat Mandiri A
158 | BNNK Kotawaringin Barat 0,00 0,00 0,00 3,95 395 Sangat Mandiri A
159 | BNNP KALIMANTAN TIMUR 0,00 0,00 3,64 0,00 3,64 | Sangat Mandiri A
160 | BNNK Samarinda 3,68 0,00 3,72 0,00 3,70 Sangat Mandiri A
161 | BNNK Balikpapan 4,00 4.00 0,00 0,00 4,00 Sangat Mandiri A
162 | BNN Kota Bontang 0,00 3,92 0,00 0,00 3,92 Sangat Mandiri A
163 | BNNP KALIMANTAN UTARA 0,00 0,00 3,62 3,69 3,66 | Sangat Mandiri A
164 | BNNK Tarakan 0,00 0,00 3,17 3,63 3,40 Sangat Mandiri A
165 | BNNK Nunukan 3,38 0,00 3,41 0,00 3,40 Sangat Mandiri A
166 | BNNP SULAWESI BARAT 3,66 0,00 0,00 0,00 3,66 | Sangat Mandiri A
167 | BNNP SULAWESI TENGGARA 2,82 0,00 0,00 2,86 2,84 Mandiri B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elekironik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Serlifikasi Elektronik {(BSrE), BSSN.



LAMPIRAN

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR__: B/5029/X|l/DE/PM/2025/BNN
TANGGAL : 19 Desember 2025

HASIL IKP
NO SATKER PEMERINTAH | SWASTA | MASYARAKAT | PENDIDIKAN | | Dere | KATERGORL | muty
168 | BNNK Bau Bau 3,90 0,00 0,00 3,93 3,92 Sangat Mandiri A
169 | BNN Kota Kendari 3,81 0,00 0,00 3,69 3,75 Sangat Mandiri A
170 | BNNK Muna 3,83 0,00 3,82 0,00 3,83 Sangat Mandiri A
171 | BNNP SULAWESI SELATAN 0,00 0,00 3,48 299 3,24 Mandiri B
172 | BNN Kota Palopo 0,00 0,00 0,00 3,88 3,88 Sangat Mandiri A
173 | BNNK Tana Toraja 0,00 0,00 0,00 3,95 395 Sangat Mandiri A
174 | BNNK Bone 3,67 0,00 3,57 0,00 3,62 Sangat Mandiri A
175 | BNNP SULAWESI TENGAH 0,00 0,00 0,00 3,14 3,14 Mandiri B
176 | BNNK Donggala 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 Sangat Mandiri A
177 | BNNK Banggai Kep 0,00 0,00 0,00 3,77 3,77 Sangat Mandiri A
178 | BNN KAB Tojo Una-Una 3,41 0,00 0,00 343 342 Sangat Mandiri A
179 | BNN Kab Poso 0,00 0,00 0,00 3,37 3,37 Sangat Mandiri A
180 | BNN KAB Morowali 0,00 0,00 2,64 3,92 3,28 Sangat Mandiri A
181 | BNNP SULAWESI UTARA 3,68 0,00 0,00 3,37 3,53 | Sangat Mandiri A
182 | BNNK Bolaang Mongondow 3,62 0,00 0,00 0,00 3,52 Sangat Mandiri A
183 | BNN Kota Bitung 0,00 3,92 0,00 0,00 3,92 Sangat Mandiri A
184 | BNN Kota Manado 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Sangat Mandiri A
185 | BNNK Kepulauan Sangihe 342 0,00 0,00 3,41 342 Sangat Mandiri A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elekironik menggunakan Sertifikat Efekfronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Serlifikasi Blektronik (BSrE), BSSN.



LAMPIRAN

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR __: B/5029/XIl/DE/PMI2025/BNN
TANGGAL : 19 Desember 2025

HASIL IKP

NO SATKER PEMERINTAH | SWASTA | MASYARAKAT | PENDIDIKAN | 'DERS | KATERGOR! | muty
186 | BNNP GORONTALO 0,00 0,00 3,60 0,00 3,60 Sangat Mandiri A
187 | BNNK Bone Bolango 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 Sangat Mandiri A
188 | BNN Kab Gorontalo 0,00 0,00 0,00 3,77 3,77 Sangat Mandiri A
189 | BNNK Gorontalo Utara 0,00 0,00 3,58 0,00 3,58 Sangat Mandiri A
190 | BNNK Boalemo 0,00 0,00 0,00 3,65 3,65 Sangat Mandiri A
191 | BNNP MALUKU 3,68 0,00 3,68 0,00 3,68 Sangat Mandiri A
192 | BNNK Tual 0,00 0,00 0,00 3,51 3,51 Sangat Mandiri A
193 | BNNP MALUKU UTARA 3,76 0,00 3,84 0,00 3,80 Sangat Mandiri A
194 | BNNK Pulau Morotai 0,00 0,00 3,56 3,36 3,46 Sangat Mandiri A
195 | BNNK Halmahera Utara 0,00 0,00 3,84 3,38 3,61 Sangat Mandiri A
196 | BNNP PAPUA 0,00 0,00 3,35 0,00 3,35 Sangat Mandiri A
197 | BNNK Mimika 3,46 0,00 0,00 3,28 3,37 Sangat Mandiri A
198 | BNNK Jayapura 0,00 3,33 0,00 3,65 3,49 Sangat Mandiri A
199 | BNNP PAPUA BARAT 3,88 0,00 0,00 0,00 3,88 Sangat Mandiri A

Total 3,66 Sangat Mandiri A

a.n Kepala Badan Narkotika Nasional

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Plt. Deputi Pemberdayaan Masyarakat

% alal
\ ekt romik

Elekirg

Drs. Yuki Ruchimat, M.Si

Dokumen ini tefah ditandatangani secara elekironik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Serlifikasi Elektromk (BSrE), BSSN.




	6349322503f047fb08fe552379fad559a3797cd4bddae12aaff1b0a468adcefc.pdf
	f11f1028397acc264374cb97285e4abda10cea1686fe9a8bf4b4592e010dd6d0.pdf
	6349322503f047fb08fe552379fad559a3797cd4bddae12aaff1b0a468adcefc.pdf
	f11f1028397acc264374cb97285e4abda10cea1686fe9a8bf4b4592e010dd6d0.pdf
	6349322503f047fb08fe552379fad559a3797cd4bddae12aaff1b0a468adcefc.pdf
	f11f1028397acc264374cb97285e4abda10cea1686fe9a8bf4b4592e010dd6d0.pdf
	6349322503f047fb08fe552379fad559a3797cd4bddae12aaff1b0a468adcefc.pdf

